
WAL!KO'TA T'UAL 

PROVINS! MALUKU 

PERATURAN WALIKOTA UAL 

NOMOR JO TAHUN 2017 

TENTANG 

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN PENDAPATAN DAERAH 

KOTA TUAL 

Merimbang 

Mengngat 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA, 

WALIKOTA TUAL, 

a. bahwa dalam ranga memberikan panduan dan pedoman 
kinerja guna mer.aksimalkan peran dan tanggung jawab 
dalam pclaksanaan tugas dan pekerjaan serta pemberian 
motivasi yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal, 
maka pcrlu disusun uraian tugas dan jabatan secara 
istematis dan terpadu; 

b, bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 19 
Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Tual, maka perlu raian 

tugas jabatan scbagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 
organisasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b di atas, perhu ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota Tual. 

I. Undang Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang 
Pembenukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II daam 
Wilayah Darah Swatantra Tingkat I Maluku [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 11 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1645), 

2. Lndang-Undang Noror 25 Tahtin 2004 tenting Sister 
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4421), 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan kKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pererintah Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Noror 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republk Indonesia Nomor 4438); 
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4. Undang-Undang Noror 3I Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kota Tua! di Provinsi Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Noor 97 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4747\, 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20°° 
Nomor 1 12  Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 
Nomor 5038), 

6. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negare 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Noor 23 Tahu 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tabahan Lerbaran Negara Republik Indonesin 
Nomor 5679; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsiona Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeni Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 200O Nomor 194, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) scbagaimanu telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2003 tentang Perubahan Atas eraturan Pemerintab 
Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
122, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia 
Noror 492), 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia 
Dalam Jabaten Struktural {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 200O NOmo 197, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4018 ] sebagaimana teta 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2002 (Le:baran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4.94), 
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Menetapkan 

IL.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ten.tang 
Wewenang Pengangkatan, Perindahan, dan Pemberhentian 
Pcgawai Negeri Sip~l (Lerabaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nor.or 15, Tambahan Lcmbaran. Negara 
Republik Indonesia Nomor 4263}; 

L2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887]; 

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

15. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Taun 2016 entang 
Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual 
(Lembaran Darrah Kota Tual Tahun 2016 Nomor 88, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7096), 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG URAIAN TUGAS 

JABATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TUAL. 

BAB t 

KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1 Daerah adalah Kota Tual; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tual, 

3. Wadikota Tual adalah Walikota Tual; 

4, Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tuai; 

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tual, 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual; 

7. Badan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Tua; 

8. Perangkat Daerah adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang 
bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka pcnyelenggsraan 
pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah; 

9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang sclanjutnya disingkat UPTB, 
unsur pclaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan 
operasional danfatau kegiatan teknis penunjang tertentu; 

10.Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunukkan 
tanggungiawab, wewenang dan hak seorang pcgawai ncgeri sipil 
rangka memimpin suatu satuan organisasi, 

adalah 
teknis 

tugas, 

dalam 
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1. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan 
fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungiawab, 
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 
dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, 

12. Pelaksana adalah jabatan di huar jabatan struktural maupun jabatan 
fungsional berada di bawah pejabat eselon terendah yang melaksanakan 
scbagian tugas pada jabatan struktural; 

13.Standar ompetensi Jabatan yang selanjutnya discbut standar kampetensi 
adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimihki seorang 
Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan; 

14,Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan Pemerintah oleh Pemerintah 
kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, 

15.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah 
dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kcpada Kabupaten/Kot 

dan/atau Desa sera Dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk 
mclaksanakan tugas tcrtcntu; 

16. Tugas Pokok adalah sekumpulan aktifitas untuk menyclesaikan pekerjaan; 

17. Fungsi adalah sekelompok aktiftas yang tergolong pada jenis yang sama 
berdasarkan sifat atau pelaksaannya, 

18. Uraian Tugas adalah suatu poaparan atau rincian atas sermua tugas jabatan 
yang merupakan tugas pokok yang di'akukan oleh pemegang jabatan 
dalam memproses bahan kerja meniadi hasil kerja dalam kondisi tertentu. 

BAB II 

BADAN PENDAPATAN DAERAH 

Bagian Pertama 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasad 2 

(1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Tual, terdiri dari: 

a. Kepala Badan 

b. Sekretariat, terdiri dari: 

1.Sub Bagian Umum dan Kepcgawaian; 

2. Sub Bagian Keuargan; 

3. Sub Bagian Perencanaan. 

c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, terdiridari: 

I.Seksi Pendaftaran dan Pengolahan data; 

2 3eksi Pendataan; 

3 Seksi Analisa dan Evaluasi 

d. Bidang Perhitungan dan Penetapan, terdiri dari : 

1. Seksi Perhitungan; 

2.Sckgi Penetapan; 

3. Seksi Pembukuan 



e. Bidang Penagihan dan Keberatan, terdiri dari: 

I Seksi Penagihan; 

2 Seksi Keberatan; 

3. Seksi Pelaporan. 

f. Bidang Pengendalian dan Pengembangan, terdiri dari: 

L. Seksi Pereriksaan dan Penertiban; 

2. Seksi Penelitian dan Pengembangan; 

3. Seksi Penyuluhan; 

(2) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB] 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional 

Bagian Kedua 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGS 

Pasal 3 

Badan Pendapatan Daerah Kota Tal merupakan unsur pelaksana otonomi 
daerah pemerintah Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan 
daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 
melalui Sekretaris Dacrah. 

Pasal 4 

Badan Pendapatan Daerah Kota Tual, mempunyai tugas membantu Walikota 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam melaksanakan fungsi 
penunjang keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, 
tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota 

Pasal 5 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan 
Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi: 
a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di bidang Pendapatan 

Daerah, 
b. Menyelenggarakan urush pemerintahan dan pelaksanaan playanan 

umum di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang 
Undangan; 

e. Pembinaan dan pclaksanaan teknis di bidang pendapatan, 

d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; 

e. Pengelolaan Urusa Kesekret~riatan Badan; 

f. Pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota di 
bidang Pendapatan Daerab. 

Bagiar. Ketiga 
KEPALA BADAN 

Pasal 6 

Uran Tgas Kepala Badan, sebagai berikut 
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a. Memimpin pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah yang meliputi 
Sekretariat, Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Bidang Perhitungan dan 
Penetapan, Bidang Penagihan dan Keberatan, dan Bidang Pengendalian dan 
Pengembangan serta UPTB; 

b. Merumuskan rencana strategis ( RENSTRA ) dan rencana kerja { RENJA], 

c. Menyusun rancangan dan pelaksanaan kcbijakan, program dan kegiatan 
pada lingkup Badan Pendapatan Daerah; 

d. Menyusun kebijakan pelaksanaan pungutan pajak dacrah dan retribusi 
daerah, 

e. Melaksanakan pendataan penggalian potensi; 

f. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan, pelayanan serta penagihan 
kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah; 

g. Melaksanakan pembukuan dan pelapuran hasil pungutan dan setoran 
pajak dacrah, retribusi dacrah scrta pcndapatan dacrah iainnya; 

h. Melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengendalian oprasional di 
bidang pendapatan daerah; 

i. Melaksanakan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan 
dacrah lainnya; 

j. Melaksanakan pertanggang jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, 
k. Melaksanakan penyelesaian kcberatan pajak dan retribusi; 
I. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan togas 

kcpada bawahan, 
mn. Mengkoordinasikan, mengendalikan, membimbing serta mengevaluasi hasil 

kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja; 
n. Mengkoordinasikan penyusunan konsep, harmonisasi strategi dan evaluasi 

kebijakan pendapatan asli dacrah; 

o. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang pendapatan 
daerah; 

p. Melaksanakan pcnagihan piutang pajak daerah selaku pejabat penagihan 
dacrah; 

q. Melaksanakan kerja sena dengan pihak lain atas izin Walikota dalam 
bidang pajak daerah dan retribusi daerah; 

r. Memaraf dan atau menandatangani naskah surat 
dengan kewenangannya, scrta mengarahkan RKA 
mengendalikan DPA; 

s. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD pengelolah pendapatan daerah, 
serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan; 

t. Meleksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasar, / 
pimpinan sesuai peraturan yang berlaku; 

u. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP. 

Bagian Keerpat 
SEKRETARIS DAN KEPALA SUE BAOIAN 

Pasal7 

Ursian Tugas Sekretaris, sebagai berikut 
a. Memnimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan yang mcliputi Sub. Bagan 

Umum dan Kepegawaian, Sub. Bagian Keuangan dan Sub. Bagan 
Perencanaan, 
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b. Mengkoordiasikan ronstra, rcnja scrta program/kegiatan Badan 
Pendapatan Dacrah; 

c. enyelenggaraan rusan kesekretariat meliputi ketatausahaan, kearsipan, 

dokumentasi, pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, 
keuangan, aset, kerumah tanggaan serta perencanaan program dan 
kcgiatan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat, 

e. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas 
kepada bawahan serta mengendalikan kegiatan bawahan, 

f. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalarn rangaka upaya meningkatkan 
produktifitas kerja, 

g. Mengkoordinasikan penyust.nan tata naskah dinas yang berkaitan dengar 
Sekretariat, 

h. Mengkoordinasikan perumusan dan penyuasunan standar operasiona 
prosedur (SOP] dan standar pelayanan Iingup badan, 

i. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan, LAK1B, LPPD; 

j. Mengkoordinasikan perumusan an penyusunan usulan kebijakan, 
pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis lingkup badan, 

k. Mengoreksi surat atau naskah dinas dan mengendalikan pelaksanaan 
administrasi umum baik surat masuk/keluar maupun naskah dinas; 

I. Melaksanakan fungsi scbagai pejabat penata usaha keuangan SKPD 

(PPK - $KPD]; 
m. Mengkoordinasikan fasilitas pengaduan masyarakat baik melalui kotak 

saran, media cetak/clektronik maupun yang datang secara langsung sesuai 
dengan kewnangannya; 

n. Mengkoordinasikan layanan kehumasan, 
o. Mengkoordinasikan kerja sama dengan pihak lain; 

p. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA Lingkup Badan; 
q. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya; 
r. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan; 
s. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretarat; 
t. Melaksanakan administrasi perialanar dins, 
u. Mclaporkan dan mcmpertanggungiawabkan pelaksanaan kcgiatan 

Sekretriat; 
• Pengoordinasian bidang-bidang lingkup badan, 

w. Pelaksanaan tugas kedioasan lainnya yang diberikan oleh atasan/ 
pimpinan sesuai dengan peraturan yang bcrlaku 

Pasal 8 

(I) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, scbagai bcrikut 

a. Memimpin pelaksanaan tugas Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, 

b. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawainn 

c. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan, se;ta 

mnengelolah tertib administrasi perkantoran, 

d. Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan arahan pelaksanaan 

tugas kepada bawahan, 

e. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub, Bagian 

Umum dan Kepegawaian, 
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f Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan 

peiunjuk eknis yang terkait dengan tgas dan fungsi Sub. Bagian 

Umum dan Kepogawaian; 

g. Merumuskan dan menyusun SOP dan SP yan.g berkaitan dengan tugas 
dan fungsi Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, 

h. Menyclcnggarakan pengelolaan surat mcnyurat, kcarsipan dan 

kerumahtanggaan antara lain, urusan protokuler, pengaturan 
penerimaan tamu, layanan kehumasan, rapat, dan keamahan kantor, 

serta peralatan dan sarana dan prasarana kantor; 
i. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Dacrah (RKBMD), 

Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milk Daerah (RKPBMD, dan 

pengadaan barang an jasa lingkup badan, sorta pengelolaan investasi 
barang; 

j. Melaksanakan pengelolaan periengkapan, pengurusan, penyimpanan 
dan pengusulan penghapusan aset lingup badan; 

k. Melaksanakan administrasi kepegawaian, antara lain menyusun bahan 
pembinaan kedisiplinan pcgawai, perencanaan kebutuhan SDM melahui 

usulan penyedian, pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan dan 

peningkatan kapasitas; 
• Melaksanakan analisa kebutuhan jabatan, pendidikan dan pelatinan 

aparatur, fasilitas pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, tugas 
belajar, izin belajar dan lain - lannya; 

m. Melaksanakan pelayanan administrasi perjelanan dinas; 
n. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kcpegawaian meliputi 

penyusunan DUK, nominatif pegawai, pembuatan Surat Keterangan 
Untuk Mendapatkan Tunjangan Kekurangan ( SKUM PTK , pengusulan 
kenaikan pangkat, gaji berkala, pengusulan pembertukan karis karsu, 
karpeg, asuransi kesehatan, pembuatan absen pegawai dan 

administrasi kepegawaian lainnya; 

o. Menghrimpun dan mengelolah Sasaran Kerja Pegawai (8KP Lingkup 
Badan; 

p. Membuat laporan kegiatan bulanan, triwulanan, tahunan dan insentif 
kepada atasan langsung; 

• Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; 

r Memberikan saran/ pertimbangan kepada atasan; 

s. Merumuskan dan menyusun RKA Sub. Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

t. Melakukan tugas kedinasan lainnya. 

(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan, scbagai berikut 

a. Merimpin pelaksanaan tugas Sub. Bagian Keuangan; 

b. Menyusun rencana kerja Sub. Bagian Keuangan; 

c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas 
kepada bawahan; 

d. Mengevaluaasi hasil kerja Dawahran dalam upaya meningkatkan 
produktivitas kerja, 

e. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub. Bagian 

Keuangan; 
f. Merumuskan dan menyusun SOP dan SP yang berkaitan dengan Sub 

Bagian Keuangan, serta melaksanaksn DPA dan menyiapkan SPM, 
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administrasi keuangan yang meliput 
pcnyimpanan, pembayaran dan penyetoran 

pengelolaan 
pembukuan, penermaan, 

pendapatan; 
Memfasilitasi dan melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan 

h 

g. Menyusun konsep kebijakan, pecdoman, petunjuk pelaksanaan dan 
petunjuk teknis yang terkeit engan tugas dan fungsi Sub. Bagian 
Keuangan, 
Melakukan 

Pertanggung Keterangan Laporan 

keuangan/neraca badan; 
j. Mengelola gaji dan tunjangan pegawai, 
k. Mengkoordinasikan bendahara penerimaan, bendahara pengelaran, 

pembukuan bendahara penerimaan, pembukuan bendahara 
pcngeharan, operator simda serta pcmbukuan legalisasi pembayaran, 

I. Melaksanakan penatausahaan keuangan SKPD; 
m. Mengkoordinasikan Perencanaan dan Penyusunan RKA dan DPA 

Lingkup Badan; 
n. Membuat laporan realisasi keuangan bulanan, semester dan tahunan 

badan, 
o. Mengkoordinir penyusunan 

Jawaban (LKPJ]; 
p. Meleksanakan koorings dengan instansi terkait; 
q. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; 

r Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Sub 

Bagian Keuangan; 
s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

3) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, scbagai berikut 

a. Memimpin pelaksanaan tugas Sub. Bagian Perencanaan; 

b. Menyusun rcncana kcrja Sub. Bagian Perencanaan, 

• Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas 
kepada bawahan; 

d. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan 
produktivitas kerja; 

e. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub, Bagian 
Perencanaan. 

f. Menyusun konsep kebijakan, pedoman, pctunjuk pclaksanaan dan 
petujuk teknis yang terkait dengan tugas dan fungsi Sub. Bag:an 

Perencanaan, 
g. Merumuskan dan menyusun SAP dan SP yang berkaitan Sub. Bagian 

percncanaan; 
h. Merumuskan dan menyusun RENSTRA, RENJA, LAKIP, RKA/DPA, 

LPPD, RKA-P/DPA-P Lingkup Badan; 
, Melasanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan RJMD; 
j Menyiapkan data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan 

penyusunan evaluasi dan pelaporan; 
k. Melaksanakan evaluasi dan monitoring hasil program dan kegiatan 

lingkup badan; 
I. Melaksanakan fasilitas penysunan dan penghimpunan SOP dan S 

Lingkup Badan; 
m. Membantu penyusunan LKPJ dan Laporan Akhir Keuangan dan 

menyusun Neraca lingkup badan; 
n. Melaksanakan penyusunan rencana ktgatan tahunan bacdan, 
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• Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan 
kegiatan lingkup badan; 

p. Mengumpulkan dan mcnganalisa data hasil pclaksanaan program dan 
kegiatan bidang-bidang lingkup badan; 

q. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program 
dan kegiatan lingkup badan; 

r. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta menyusun 
rencana usutan kcbutuhan anggaran keuangan Lingkup badan; 

s. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang mehputi 
asistensi RKA/DPA dan RKAP/DPA-P; 

t. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, 

u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya 

Bagian Kelima 
BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN 

Pasal 9 

Uraian Tugas Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan, sebagai berikut: 
a. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pendaftaran dan Pendataan yang 

meliputi Seksi Pendaftaran dan Seksi Analisa dan Evaluasi; 
b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penaftaran dan 

Pendataan; 
c. Mendistnibusikan pekcrjaan dan membenikan arahan pelaksanaan tugas 

kepada bawahan; 
d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan, 
e. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam paya moningkatkan 

produktifitas kerja; 
f. Menkoordinasikan perumusan dan peryusunan trusan kcbijakan, 

pedoman, petunjuk teknis, petunjuk peiaksaraan yang berkaitan dengan 
tugas dan fungsi Bidang Pendaftaran dan Pendataan; 

g. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan Stander Operasional 
Prosedur (SOP] dan Standar Pelayanan [SP], yang berkaitan dengan tugas 
dan fungsi Bidang Pendaftaran dan Pendataan; 

h. Mengkoordinasikan penerbitan NPWPD; 
i. Mengkoordinasikan pelayanan dan konsultasi terhadap Wajyb Pajak, Wajib 

Retribusi; 
j. Mengoordinasikan penyampaian SOP; 
k. Mengkoordinasikan pelaksanaan pereriksaan dan uji kebenaran objek 

pajak daerah/retribusi daerah di lapangan terhadap laporan data yang di 
sampaikan Wajib Pajak/Wajib Retribasi; 

I. Mengkoordinasikan penyusunan daftar induk Wajib Pajak dan Wajib 
Retribusr; 

m. Mengkoordinasikan pengumpulan, penghimpunan dan validasi data 
potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

n. Mengkoordinasikan pelaksanan pendataan dan penilaian objek Pajak/ 
objek Retribusi, 

o. Merumuskan konsep kebijakan Zona Nilai Tanah [ZNT), Daftar Biaya 
Komponen Bangunan (DBKBJ, Nilai Jual Objek Pajak (NJ0Py PB - P2; 

p. Melaksanakan koordinasi dengan $PD terkait; 
q. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA; 
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r Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; 
s. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang 

Pendaftaran dan Pendataan, 
t. Melaporkan dan mempertangungiawabkan pelaksanaan kegiatan bidang, 
u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 10 

(I} Uraian Tugas Kepala Seksi Pendaftaran, sebagai berikut 
a. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pendaftaran, 
b. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan Sek«si Pendaftaran, 

e. Melaksanakan program dan kegiatan seksi. 
d. Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan arahan pela<sanaan 

tugas kepada bawahan; 

e. Mngcvaluasi hasil kerja bawahan dalarn upaya meningkatkan 

produktivitas kerja; 

f. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP dan Standar 

Pelayanan (SP] yang terkait dengan tugas dan fungsi Seksi Pendaftaran, 

g. Menyusun konsep Kcbijakan, Pedoman, Peturjuk Pelaksanaan dan 

Petunjuk Teknis yang terkait dengan tugas dan fungsi Seksi 

Pendaftaran; 

h. Melaksanakan pelayanan pendataran dan konsultasi pajak daerah dan 

retribusi daerah kepada wajib pajak /wajib retribusi, 

Melaksanakan pengadministrasiaan dokumen atau pengarsipan dan 

pemiliharaan data WP]WR; 

j. Menyusun dan memelihara Daftar Induk WP/WR; 

k. Mengelola Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

Mendistribusikan berkas pendaftaran WP/WR kepada Bidang Teknis 
lainnya, 

m. Menyusun dan menjelaskan sistim infomasi pengelolah Data Induk 

WP'WR; 
n. Menyusun RKA Seksi Pendaftaran; 
o. Mclaksanakan koordinasi dcngan SKPD terkait; 

p. Memberikan saran dan pertirbangan kepada atasan; 

q. Menyusun laporan dan pertanggungawaban pelaksanaan kegiatan 
Seksi Pendaftaran; 

r Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

(2) Uraian Tugas Kepala Seksi Pendataan, sebagai berikur 
a. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pendataan; 

b. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan Seksi Pendataan, 

c. Melaksanakan Program dan Kegiatan Seksi Pendataan; 

d. Mendistribusikan peckerjaan dan memberikan arahan pelaksanaan 

tugas kepada bawahan; 

e. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan 

produktifitas kerja; 

f. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP dan Standar 

Pelayanan [(SP} yang terkait dengan tugas dan fungsi Seksi Pendataan, 

g. Menyuasun konsep Kebijakan, Pedoman, Petuntuk Pelaksanaan dan 

Perunjuk Teknis yang terkait dengan tugas dan fungsi Seksi Pendataan; 
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h Melaksanakan Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak 

Daerah dan Retribus Daerah termasuk PBB-P2, 
Melaksanekan pcmeriksaan dan penelitian kebenarun data WP/WR 

serta mengevalidasinya; 
j. Melakukan penyusunan, pemeliharaan dan pentafsiran Data Zona Nilai 

Tana.h (ZNT), Daftar Wilayah Komponen Bangunan (DBKB) dan Nilai 

Jual Objek Pajak (NJ0P] PB-P2; 

k. Mclaksanakan Pengumpulan Harga Pasar Tanah dan Banguanan, 

L. Melaksanakan Pengumpulan dan Pengelolaan Data Obyek dan Subyek 

Pajak Daerah/Retribusi Daerah; 

m. Menyusun RKA Seksi Pendataan, 

n. Mclaksanakan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas 

stakeholder yang berkaitan dengan pengelolahan PBB-P2 dan BPHTB; 

o. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait, 

p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, 

q. Menyusun Laporan Pertanggungiawaban Pelaksanaan Kegiatan Seksi 
Pendataan, 

r Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

(3) Uraian Tugas Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi, sebagai berikut 
e. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Analisa dan Evalas, 
b. Menysun Rencana Kera, Program dan Kegiatan Seksi Analisa dan 

Evaluasi, 

• Melaksanakan program dan kegiatan Seksi Analisa dan Evaluasi, 

d. Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan arahan pelaksanaan 

tugas kepada bawahan, 

e. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya penigkatan 

produktivitas kerj, 

f. Menyun konsop Standar Operasiona Prosedur (SOP] dan Standar 

Pelayanan [SP] yang terkait dengan tugas dan fungsi Seksi Analisa dan 

Evaluas, 

g. Menyusun konsep kegiatan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi analisa dan 

cvahas, 

h. Melaksanakan pegumpulan bahan, data dan atau informasi kepatuhan 

WP/WR, 
i. Melaksanakan pengecekan lapangan dan atau klarifikasi kepatuhan 

pembayaran pajak/retribusi daerah, 

j. Melaksanakan evaluasi dan pemutahiran data potensi pajak daerah dan 

retribusr daerah, 

k. Memfasilitasi dan mengkoordinasi perumusan rencana penerimaan PAD 

dan evaluasi PAD, 

I. Melaksanakan pengumpulan bahan, pengkajian dan menyusun konsep 

rancangan Regulasi Pajak/Retribusi Daerah, 

m. Melaksanakan telaah, harmonisasi tata penyusunan konsep kebijakan 

pendapatan asli daerah, 

n. Melaksanakan pendokumentasian Regulasi Pajak Daerah, 

o. Menyiapkan bahan evaluasi pendapatan dacrah; 

p. Melakukan evalasi terhadap realisasi penerimaan dan tunggakKan 

pajak/retribusi daerah, 



q. Menganalisa Data Pajak dan Retribusi Daerah yang di sampakan oleh 
WP/WR; 

r Menysun RKA Seksi Analisa dan Evaluasi, 
s. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait; 
t. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; 
u. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Analisa dan Evaluasi, 
v Menyusun dan Melaksanakan Pengolahan Data, Analisis dan Penyajian 

Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
w.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Bagian Keenan 
BIDANG PERHITUNOAN DAN PENETAPAN 

Pasal 11 

Uraan Tugas Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan, sebagi beriktut 
a. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Perhitungan dan Penetapan yang 

meliputi Seksi Perhitungan, Seksi Penetapan dan Seksi Pembukuan, 
• Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Perhitungan dan 

Penetapan; 
c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan arahan pelaksanaan tgas 

kepada bawahan; 
d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan; 
e. Mcngevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan 

keproduktifitas kerja, 
f. Menakoordinastikan dan menyiapkan perumusan serta penyusunan urusan 

kebijakan, pedoman, pekerjaan teknis, petunjuk pelaksanaan yang 
berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Perhitungan dan Penetapan, 

g. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan Standar Operasion1al 
Prosedur ( SOP ) dan Standar Pelayanan [ SP] yang berkaitan dcngan tugas 
dan fungsi Bidang Perhitungan dan Penetapan; 

h Merbantu merumuskan Rencana Pendapatan Daerah dsn Evaluasi 
Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD; 

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Perhitungan dan Penetapan 
Pajak Dacrah yang ditetapkan secarah official assesment atau secara 
jabatan dan daerah retribusi; 

j Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan verifikasi administrasi dan 
validasi pajak daerah secara self assesment dan retribusi daerah, 

k. Mengkoordinasikan penerbitan SKPD, SKRD, SPPT, SSPD, SKPDKB, 
$KPDLB, SKPDKBT dan SKPD Nihil scrta media setara lainnya; 

I. Mengkoordinasikan pelaksaan kegiatan perekapan data pajak daerah dan 
retribusi daerah; 

m. Mcngkoordinastkan rekonsiliasi dan pembukuan pajak daerah an 
retribusi daerah; 

n. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DA; 
0. Mongkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi dan evelasi penerbitan 

ketetapan pa@jak daerah dan retribusi daerah; 
p. Melaksanakan kordinasi dengan SKPD terkait; 
q. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, 
r. Melakukan monitoring dan eveluasi pelaksanaan kegiatan Bidarg 

Pertitungan dan Pen~tapan; 
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s. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelksanaan kegiatan Bidang 
Perhitungan dan Penetapan; 

t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 12 

(I) Uraian Tugas Kepala Seksi Perhitungan, sebagai berikut 
a. Memimpin pelaksanaan ugas Seksi Perhitungan, 
b. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan Scksi Perhitungan, 
c, Melaksanakan program dan kegiatan Seksi Perhitungan, 
d. Mendistribusikan peckerjaan dan memberikan arahan pelaksanaan 

tugas kepada bawahar; 
e. Mengeveluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan 

produktvitas kerja, 
f. Menyusun konsep standar operasional prosedur (OP] an Standar 

Pelayanan (SP; 
g. Menyusun konsep kcbirjakan, pedoman, petunjuk pelaksana dan 

petuanjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi 
Perhitungan, 

h. Mclaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data laporan pajak 
rah dan retribust daerah; 

i. Melaksanakan kegiatan perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah 
sesuai data WP[WR; 

j. Melaksanakan perhitungan kembali pajak dacrah kurang bayar, lcbih 
bayar, atau mihil yang tertunggak atas permohonan wajib pajak; 

k. Melaksanakan monitoring dan eveluasi hasil perhitungan pajak daerar 
dan retribusi dacrah; 

I. Menyusun RKA Scksi Perhitungan; 
m. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkeit; 
n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, 
o. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksana kegiatan Seksi 

Perhitungan; 
p. Melakukan tugas kedinasan lainnya. 

(2) Uraian Tugas Kepala Seksi Penetapan, sebagai benikut: 
a Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Penetapan, 
Db. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan Seksi Penetapan, 
c. Melaksanakan program dan kegiatan Seksi Penetapan, 
d. Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan arahan pelaksanaan 

tugas kepada bawahan; 

e Mengeveluasi hasil kerja bawahan dalan: upaya meningkatkan 
produktivitas kerja; 

f. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur [SOP) dan Standar 
Pelayanan (SP] yang terkait tugas dan fungsi Seksi Penetapan, 

g. Menyusun konsep kebirjakan, pcdoman, petunjuk pelaksana dan 
perujunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi Seksi Penetapan, 

h. Melaksanakan kegiatan penetapan dan penerbitan SKPD, SKRD, SppT 
SKPDKB, SKPDLB dan atau SKPD nihl serta media sctara lainnya, 
Mendistribusikan SKPD, SKRD, SPPT, dan SSPD kepada Wajib Pajak 
dan Wajib Retribusi; 
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j. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penerbitan Surat 

Ketetapan Retribusi Daerah; 
k. Menyusun RKA Seksi Penetapan, 

I. Mclaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait; 
m. Memberikan saran dan p~rtirbang~n k~p~da t~sar; 

n. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Seksi 

Penetapan, 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya 

(3) Uralan Tugas Kepala Seksi Pembukuan, sebagai berikut : 
a. Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pembukuan; 
b. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan Seksi Pembukuan; 
c. Melaksanakan program dan kegiatan Seksi embukuan; 
d. Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan arahan pelaksanaan 

tugas kepada bawahar; 
e. Mengeveluasi hasil kerja bawaban dalam upaya meningkatkan 

produktivitas kerja; 
f. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (So0P) dan Standar 

Pelayanan (SP] yang terkait tugas dan fungsi Seksi Pembukuan; 
g. Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pciaksana dai 

petujunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi Seksi Pembukuan; 
h. Melaksanakan kegiatan pembukun pajak daerah dan retribusi daerah; 
i. Menyiapkan bahan atau data piutang pajak daerah dan retribusi 

daerah; 
j. Mengkoordinasi d~n rel~ksanakxan egi~tan reckonsiliasi pajak d~~rah 

dan retribusi daeran, 
k. Melaksanakan koordinasi dengan SKD terkait dalam rangka 

pencatatan pendapatan asli daerah lainnya, 
I. Melaksanakan pemeriksaan kartu data WP/WR, 

pemeriksd~n ddn penc~t~tan kesestat~n pent~pan 
terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah; 

m. Melaksanakan perekapan data WP]WR; 
n. Menyusun RKA Scksi Pembukuan; 
o. Melaksanakan koordinas dengan SKPD terkait; 
p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; 
q. Menyusun laporan pertanggang jawaban pelaksana 

Pembukuan; 
r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya 

Bagian Ketujuh 
BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN 

Pasal 13 

Uraan Tugas Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, sebagai beriku: 

a. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Penag.ban dan Keberatan yang 
meliputi Scksi Penagihan, Seksi Kcberatan dan Seksi Pelaporan, 

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penagihan dan 
Keberatan; 

e. Mendistnibusikan pekerjaan dan memberikan arahan pclaksanaan tugas 

kepada bawahan; 
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d. Mengaoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan; 
e. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan 

keproduktifitas kerja, 
f. Mengkoordinasikan dan mcnyiapkan pcrumsan scrta penyusunan urusan 

kebijakan, pedoran, pekerjaan telnis, petunjuk pelakscnaan yang 
berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Penagihan dan Keberatan; 

g. Mengoordinasikan perumusan dan penyusunan Standar Operasional 

Prosedur (3OP] dan Standar Pelayanan (SP) yang berkaitan dengan tugas 

dan fungsi Bidang Penagihan dan Kcbcratan; 

h. Mengioordinasikan pelaksanasn Penagihan, Pertimbangan dan Keberatan 
serta Pelaporan angsuran pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan 
lain-lain; 
Mengkoordinasikan pclaksanaan klasifikasi tunggakan pajak daerah, 
retribusi daerah serta bagi hasil pajak daorah; 

j. Mengkoordinasikan pelaksanaan angsuran piutang pajak daerah dan 

retribusi daerah; 
k. Mengkoordinasikan pelaksanaan Pekan Pungutan BB-P2; 

l. Melaksanakan pelayanan pertimbangan dan keberatan atas surat 

penmohonan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah dar! WP/WR; 
m. Melaksanakan pertimbangan terhadap surat keberatan dan surat 

permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah, 

n. Melaksanakan pertimbangan kepurusan menerima atau menolak keberatan 

dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis 

Pertimbangan Pajak; 

0. Mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan SKDD terkait dalam 

melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, 

p. Pelaksanaan evaluasi penerimaan dan turggakan pajak daerah, retribusi 

daerah sera penerimaan iain-lan yang sah, 

q. Mengkoordinasikan penyampaian laporan pcnerimaan SKPD pcngclola 

pendapatan daerah; 
r. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penagihan pajak daerah dan retribusi 

daerah serta pendapatan asli daerah lainnya dan keberatan; 
s. Pelaksanaan pclaporan piutang pajak dacrah dan retribusi daerah, 
t. Mengkoordinasikan penyusunan RKA Bidang Penagihan dan Kcberatan, 
u, Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait; 

v. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; 
w Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Bidang 

Penagihan dan Keberatan; 

x. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya; 

Pasal 14 

(lj Uraian Tugas Kepala Seksi Penagihan, sebagai berikut. 
a. Memimpin Pelaksanaan Tugas Seksi cnagihan, 
b. Menyusun Rencana Kerja Seksi Penagihan, 

c. Mendistribusikan Pekerjaan dan Memberikan Arahar Pelaksanaan 

Tugas Kepada Bawahan; 
A. Mengevalasi hasil Kcrja Bawahan Dalam Upaya Meningkatkan 

Produktifitas Kerja; 



e. Menyusun Konsep Standar Operasiona; Prosedur [SOP] dan Standar 
Pelayanan (SP Yang Terkait Tugas dan Fungsi Seksi Penagihan; 

f. Menyusun Konsep Kebijakan, Program, Petunjuk Pelaksan~an dan 
Petunjuk Teknis Yang Terkait Tugas dan Fungsi penagihan, 

g. Melaksanakan Penagihan Terhadap Pajak Daerah dan Retribusi daerah, 
h. Melaksanakan Penaginan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, 

Melaksanakan Penyusunan Urutan Penghapusan Piutang Pajak Daerah 
dan Retribusi dacrah Berdasarkan Peraturan Perundang 

Perundangan; 
j. Melaksanakan Kerja Sama Dengan SPD Terkait Dalam Rangka 

Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta 

Piutang Pajak/Retribusi Daerah, 
k. Membantu Melaksanakan Rekonsiliasi Penerimaan Derah, 
I Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Penagihan; 
m. Melaksanakan Perhitungan an Penagihan Nilai Norina Angsuran 

Piutang Pajak dan Retribusi Derah Atau Penelusuran WP/WR; 
• Menyusun RKA Scksi Penagihan; 
o. Melaksanakan Koordinasi Dcngan SKPD Terkait; 
p. Memberikan Saran dan Pertimbangan Kepada Atasan; 
q. Menyusun Laporan Pertangungiawaban Pelaksanaan Kegiatan Seksi 

Penagihan 
r. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lainnya. 

(2) Uraian Tugas Kepala Seksi Keberatan, sebagai berit: 
a. Memimpin Pelaksanaan Tugas Seksi Keberatan; 
b. Menyusun Rencana Kerja Seksi Keberatan; 
c. Mendistribusikan Pekerjaan dan Memberikan Arahan Pelaksanaan 

Tugas Kepada Bawahan; 
d. Mengevaluasi hasil Kerja Bawahan Dalam Upaya Mcningkatkan 

Produktifitas Kerja, 
e. Menyusun Konsep Standar Operasional Prosedur ( SO ) dan Standar 

Pelayanan (SP)  Yang Terkait Tugas dan Fungsi Seksi Kcberatan; 
f. Menyusun Konsep Kebijakan, Program, Petunjuk Pelaksanaan dan 

Petunjuk Teknis Yang Terkait Tugas dan Fungi Keberatan; 
g. Menyusun Bahan Rumusan Pertimbangen dan kebertan Pengenaan 

Pajak Daerah, Retribusi Daerah Atau Penerimaan Lain - Lain Yang Sah; 
h. Melaksanakan Pertimbangan dan keberatan Pengenaan Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah Serta penerimaan Lain Lain Yang Sah, 
i. Melaksanakanenindah bukuan Penerimaan Awal dan Penerimaan 

Akhir Pajak Dacrah Akibat Terjadinnya Resutusi; 
j Melaksanakan Pemberian Layanan dan Permohonan banding tau 

Materi Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Derah, 
k. Menyiapkan Pertimbangan Keputusan Menerima Atau Menolak 

Permasalahan Keberatan, 
Mclakukan Evaluasi Pelaksanaan Pertimbangan dan Keberatan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, 

m. Melaksanakan kerja sama dengan Insatansi terkait dalam pelaksanaar 
keberatan pajak daerah dan retribusi daerah, 

n. Melaksanakan Urutan keberatan dan pcngurangan kctctapan pajak 
dcrah dan retribusi daerah, 



o. Menyusun RKA Seksi keberatan; 
p. Melakukan Koordinasi dengan SKPD terkait; 

q. Memberikan saran den Pertimbungan kepada atasan, 

r. Menyusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan kegiatan tugas 
tugas Seksi keberatan; 

s. Melaksanakan Tugas Dinas Lainnya 

(3) Uraian Tugas Kepala Seksi Pelaporan, sebagai berikut: 
a. Memimpin Pelaksanaan Tugas Seksi Pelaporan, 
b. Menyusun Rencana Kcrja Scksi Pelaporan; 
c. Mendistribusikan Pekerjaan dan Memberikan Arahan Pelaksanaan 

Tugas Kepada Bawahan; 
d. Mengevaluasi hasil Kerja Bawahan Dalam Upeya Meningkatkan 

Produktifitas Kerja; 
e. Meayusun Konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar 

Pelayanan (SP) yang terkait Tugas dan Fungsi Seksi Pelaporan; 
f. Menyusun Konsep Kebijakan, Program, Petunjuk Pelaksanaan dan 

Petunjuk Teknis Yang Terkxait Tugas dan Fungsi Pelaporan, 
g. Melaksanakan penyusunan dan pennyampaian laporan pendapatan 

dacrah baik bulan,trwualan,semester dan tahunan serta laporan  

laporan Inscdcntil dalam rangka pengclolaan dan pengkajian Inforrasi 
pendapatan daerah scbagai bahan evaluasi; 

h. Menyusun laporan realisasi penerimaen pajak daerah/retribusi derah 
dan tunggakan pajak/retribusi derah yang dakukan badan 

pendapatandaerah; 
i. Mennyelenggarakan akuntansi pelaporan payak daerah dan retribusi 

daerah serta piutang pajak/retribusi daerah, 
j. Membatu melaksanakan rekonsiliasi penerimaan daerah, 
k. Melaksanakan kerja sama dengan SKPD pengelola pendapatan daerah 

dalam rangka laporan realisasi penerimaan dacrah yang di kc)ola 

sebagai rasukan untuk pengukuran rencana penerimaan daerah; 
L. Melaksanakan Evaluasi terhadap realisasi pendapatan daerah dalam 

rangka penyusunan penerimaan daerah pada APBD mapun APBD 

perubahan; 
m. Melaksanakan enyusunan RKA scksi Pclaporan; 
n. Melaksanakan Koordinasi dengan SKPD terkait dalam rang8a 

ponysunan pelaporan Pendapatan Asli Daerah; 
o. Memberikan saran dan pertimoangan kepada atasan; 

p. Menyusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan kcgiatan scksi 

pelaporan; 

q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Bagian Kcdclapan 

BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN 

Pasal 15 

Uraian Tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan, sebaga. 

berikut 
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penyusunan usulan kebijakan, 
petunjuk teknis yang berkaitan 

f. 

a. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan Pengembangan 
yang meliputi Seksi Pemeriksaan dan Seksi penertiban, Seksi Penelitan dan 
Pengernbangan dan Seksi Penyuluhan; 

b. Mcngkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian dan 
Pengembangan; 

c. Mendistribusikan pekrjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada 
bawahan; 

d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan, 

e. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan 
produktifitas kerja; 

Mengkoordinsikan perumusan dan 
pedoman, petunjuk pelaksanaan dan 

dengan tugas dan fungsi bidang Pengendalian dan Pengembangan, 
g. Mengkoordinasikan perumusan dan peyusunan Stander Operasinal 

Prusedur (SOP] dan Standar Pelayanan [SP] yang berkaitan dengan ugas 
dan fungsi Bidang Pengendalian dan Pengembangan; 

h. Mengkoordinasikan Pcngawasan menyangkut kepatuhan WP/WR, 

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan penstabilan WP!WR 

maupun Objek Pajak dan Objek Retribusi yang tidak serius dengan 
Peraturan Daerah; 

j. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan 
potersi Pajak/Retribusi Daerah dcngan mengoptimalisasi penerimaan 
Daerah, 

k. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengenahian dan 
Pengembangan baik kepada WP'WR maupun SKPD pengelola Pendapatan 
Daerah, 
Mengkoordinasikan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan WP!WR 
dalam pelanggaran Peraturan Daerah, 

m. Mengkoordinasikan pelayanan pertimbangan penundaan, pembayaran, 
angsuran, penghapusan sanksi, serta penundaan jatuh tempo pembayaran 
Pajak Daerah/Retribusi Daerah; 

n. Mengkoordinasikan penegakan sanksi Perpajakan dan Retribusi, 

• Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan kepatuhan serta kebijakan 
Perpajakan Daerah/Retibusi Daerah terhadap WP/WR; 

p. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evahasi terhadap 
pelaksanaan pemeriksaan dan penertiban, pcnclitian dan pcngembangan 
serta penyuluhan, 

q. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegatan bimbingan teknis dalamn rangka 

peningkatan kapasitas petgas Pajak Daerah/ Retribusi Daerah; 

r Mcngkoordinasikan perencanaan, per.buatan, pemeliharaan dan 
pengembangan sistem dan infrastruktur teknologi informasi dan sistem 
manajemen pendapatan daerah/retribusi daerah, sister pelaksanaan 
porporasi media sistem; 

s. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi sistim Informasi Manajemen data 

transaksi WP/WR Seara Online; 

t. Melaksanakan Kerja sama dengan Instansi Terkait dalam rangka 

pelaksanaan Kegiatan pemeriksaan dan penertiban terhadap WP/WR yang 

melakukan pelanggaran peraturan daerah; 
u. Melaksanakan penatausahaan hasil pemeriksaan lapangan atau Obyek 

pajak/Obyekx Retribusi serta WP[WR; 
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• Menyusun Rencana Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah 
Tertentu, Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Perundang 

Undangan, 
w. Menyusun Bahan Petunjuk Teknis Linkup emerisaan dan Penerimaan 

Laporan hasil emeriksaan Tim Pemeriksa; 
x. Melaksanakan Koordinasi dengan SKPD terkait; 

y. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, 
z. Mengkoordinasikan pcnyusunan RKA Bilang pengendalian an 

Pengembangan, 
aa. Menyusun laporan pertanggung j~waban pelaksanaan kegiatan Bidang 

Pengendalian dan Pengembanagan, 
bb. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 16 

[(1) Uraian Tugas Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penertiban, sebagai berikut 
a. Memimpin Pelaksanaan Tugas Seksi Pemeriksaan dan Penertiban; 
b. Menyusun Rencana Ker;a Seksi Pemeriksaan dan Penertiban, 
c. Mendistribusikan Pekerjaan dan Memberikan Arahan Pelaksanaan 

Tugas Kepada Bawahan; 
d. Mengevaluasi hasil Kerja Bawahan Dalam Upaya Meningkatkan 

Produktifitas Kerja, 
e. Menyusun Konsep Standar Operasional Prosedur (soP) dan Standar 

Pelayanan (SP) Yang Terkait Tugas dan Fungsi Scksi Pemeriksaan dan 
Penertiban, 

f. Menyusun Konsep Kebijakan, Program, Petunjuk Pelaksanaan dan 
Petunjuk Teknis Yang Terkait Tugas dan Fungsi Pemeriksaan dan 
Penertiban, 

g. Melaksanakan pcngawasan kepatuhan Wajib Pajak/ Wajib Retribusi; 
h. Melaksanakan Observasi dalam rangka persiapan pemeriksaan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, 

i. Mengedintifikasi pelanggaran Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, 

j. Melaksanakan pemeriksaan peianggaran Pajak Daerah/Retribusi 
Dacrah; 

pemeriksaan has~ launjut tindak k. Mclaksanakan monitoring 
Pajak/Retribusi Daerah; 

l. Melaksanakan urusan restitusi, pembatalan ketetapan Pajak dan 
catatan pcngembalian kelebihan pembayaran, 

m. Melaksanakan pemberian pertimbangan penundaan pembayaran, 

angsuran, penghapusan sanksi, acrta penuandaan jatuh tempo 
pembayaran Pajak/Retribusi Daerah, 

n. Melaksanakan pencgakan sanksi Perpajakan /Retribusi Daerah, 

o. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup pemeriksaan dan 

pcnerimaan laporan hasil pemcriksaan tim pereriksa; 

p. Melaksanakan penatausahaan hasil pemeriksaan lapangan atau objek 

Pajak/Retribusi dan Subjek Pajak / Retribusi; 
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q. Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan tugas 

pemeriksaan dan penertiban; 

r Melaksanakan kerja sama dengan inst~nsi terkait dalam rangka 
pemeriksaan dan peneriban obek Pajak/Retribusi Daerah maupun 
subjek Pajak/ Retribusi Daerah; 

s. Menyusun rencana pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan 
Daerah Pajak/ Retribusi; 

t. Menyusun RKA Seksi Pemeriksaan dan Penertiban; 

u. Meyusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan kegiatan Seksi 
Perneriksaan dan Penertiban; 

v. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait, 

w.Memberikan saran dan pertimbangan kcpada atasan; 

x. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
(2) Uraian Tugas Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan, sebagai berikut 

a. Memimpin Pelaksanaan Tugas Seksi Penelitian dan Pengerbangan; 

b. Menyusun Rencana Kcrja Seksi Penelitian dan Pengembangan, 

c. Mendistribusikan Pekerjaan dan Memberikan Arahan Pelaksanaan 
Tugas Kepada Bawahan, 

d. Mengevaluasi hasii Kerja Bawahan Dalam Upaya Meningkatkan 
Produktifitas Ker;a; 

e. Menyusun Konsep Standar Operasional Prosedur [SOP) dan Standar 
Pelayanan [SP Yang Terkait Tugas dan Fungsi Seksi Penelitian dan 
Pengembargan; 

f. Menyusun Konsep Kebijakan, Program, Petunjuk Pelaksanaan dan 
Petunjuk Teknis Yang Terkait Tugas dan Fungsi Penclitian dan 

Pengcmbangan; 
g. Menyusun rencana program kegiatan pengendalian terhadap pengelola 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
h. Menyusun rencana program kegiatan penelitian dan pengembangan, 

penggalian potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 
i. Melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi Pajak/Retribusi 

Daerah dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Daerah; 
j Melaksanakan pengendalian dan pengawasaan pemungutan Pajak/ 

Retribusi Daerah dan pencrimaan lain-lain yang sah, 
k. Melaksanakan kegiatan dan pengembangan potensi Pendapatan 

Daerah; 
I. Menysun pengkajan dan pengembangan potensi untuk peningKatan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengutan Pajak 

Daearh an Retribusi Daerah; 
m. Melakukan penghitungan potensi Pajak dan Retribusi Daerah; 
n. Melakukan perencanaan, pembuatan, pemelib.araan dan pengembangan 

sistem infrasrtuktur teknologi informasi Pajak/Retribusi Dacrah, 
o. Melaksanakan monitoring sistem informasi manajemen data transaksi 

wajib Pajak/Retribusi Daerah secara online/manual, 
p. Melakukan kerja sama dengan SKPD pengelolah pencapatan maupun 

pihak-pihak lain dalam rangka prngembangan potensi Penerimaan 
Daerah, 

q. Menyusun RKA Seksi Pengendalian dan Pengembangan, 
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r. Membcrikan saran dan pertimbangan kepada atasan, 
s. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait; 
t. Meyusun laporan pertanggangiawaban pelaksanaan kegietan Seksi 

Penelitian dan Pengembangan; 
u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

(3) Uraian Tugas Kepala Seksi Penyuluhan, sebagai berikut: 

a. Memimpin Pclaksanaan Tugas Seksi Penyuluhan; 

b. Menyusun Rencana Kerja Seksi Penyuluhan; 

c. Mendistribusikan Pekerjaan dan Memberikan Arahan Pelaksanaan 

Tugas Kepada Bawahan; 

d. Mengevaluasi hasil Kerja Bawahan Dalam Upaya Meningkatkan 

Produktifitas Kerja; 

e. Menyusun Konsep Standar Opcrasional Prosedur (SOP dan Stander 
Pelayanan (SP] Yang Terkait Tugas can Fungsi Seksi Penyuluhan; 

f. Menyusun Konsep Kebijakan, Program, Petunjuk Pelaksanaan dan 

Petunjuk Teknis Yang Terkait Tugas dan Furgsi Penyuluhan; 

g. Melaksanakan penyuhuhan dan bimbingan kepatuhan serta kebiakan 

Perpajakan/Retribusi Daerah terhadap WP/WR, 

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyuluhan terhadap 

WP/WR; 

Mclaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas petugas Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, 

j Melaksanakan pembinaan tekmis operasional terhadap petogas SKPD 
pengelolah Pendapatan Daerah; 

k. Melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan daerah terkait Pajak 

Daerah /Retribusi Dacrah; 

Melaksanakan Rapat Koordinasi SKPD pengelolah Pendapatan Darrah, 

m. Menyusun RKA Seksi Penyuluhan; 

n. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terait; 

0. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; 

p. Meyusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan kegiatan Seksi 

Penyuluhan; 

• Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 17 

(I) Penjabaran Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas akan ditetapan 
dcngan Keputusan Waliota 

[2) Dengan berlakunya Peraturan Waikota ini, maka Peraturan Walkota Tual 
Nomor 07 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah 
Kota Tual, dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 

Walikota ini dergan penempatannya dalam Berita Daerah Kota TLAl 

Ditetapkan di Tual 
al 05 Janari 2017 

N 

LI 
AR BASRI 

Diundangkan di Tual 
Pada tanggal 05 Januari 2017 

. -- 

SEKRETA~Is Di ko» TUAL 

/4, \ '  i/ 
-. 

I t,  ,  
r  '  

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 20IT NOMOR 230 
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